
' • 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

NOMOR O3 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARA\T TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

Menim bang 

Mengingat 

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

a, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (l) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara scbagaimana telah diubah terakhir kahi dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenintah Noror 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Aoggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, bupati/wahikota menetapkan rincian 
Dana Desa untuk setiap Des; 

b. bahwa berdasarkan pcrtmbangan sebagaiana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
upati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram 
Bagian Barat Tahun Anggaran 201 8; 

I. Undang-Undang Noror 40 Tahun 2013 tentang 
Pembentuken Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 

' Kepulauan Aru di Provinsi Maluku [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155 Tamnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 201 4 
Noor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksaraan Undang-Undang Nomor 6 Tehun 
2014 tentang Desa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republikx Indonesia Nomnor 5539), sebagaimnana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Narmor 47 Tahun 

2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 



Menetapkan 

Nomor 157, Tambahan Uembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717]; 
4. Peraturan Pemerintuh Nomor 60 Tahun 201 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5558), 
sebagairena telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor B Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarbahan 
Lem.baran Negara Republik Indonesia Noror 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244) , 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berit Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noror 
537) sebagaimana telah mengalami perubahan kedun 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/207 (Derita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nom6r 1970), 

7,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK 07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884), 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 1 1 3  Tahu 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bernita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 

Nomor 0I Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

MEMU'TUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DE.SA DI 

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 

2018 

BAB I 
KETENTUAN UMUIM 

Pasat l 

Dualam Peraturan Bupati ini yang diraksud dengan: 
1. Dcsa adalah dcsa dan dcsa adat atau yang discbut 

dengan nara lain, selanjutnya dioebut Desa, adala.h 
kesatuan masyarakat hukm yang memihiki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setem pat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradiional yang diakui dan dihormati 

dalam sister pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 



2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bagi Dese yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatnn, dan pemberdayaan masyarakat. 

3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nara lain dibantu pcrangkat Desa sebaga unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Dess adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. 

5. Anggran Pendapatan don Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN RINCAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian 

Barat Tahun Anggarnn 2018, dialokasikan secara merat 
dan berkeadilan berdasarkan 

a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi Formula 

Pasal 3 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 

kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah 

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 
Thun 2017 tentang Rincian Anggaran Pend@patan den 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 4 
(l] Alokasi Afumasi sctiap Dcsa sebagaimnana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang merliki jumlah 
perduduk miskin tinggi. 

(2) Aiokasi Afirmasi per Desa dihitung dcngan rumus 
sebagai berikut 

AA per Desa (0,03 DD} / {(2 DST)+ (1 DT)} 

Keterangon: 

AA per Desa = Alokasi Almasi per Desa 

DD Pagu Dana Desa Nasional 

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang 
mnemiliki jumlah penduduk miskin tingg 

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki 

jumla.h penduduk miskin tingg 



(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertnggal yang 
memilki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 
sebesar 1 (satu} kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal 
yang memihi jumiah penduduk miskin tinggi dihitung 
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan 
Jurlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasa 2 huruf 
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis 
yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik 

Pasal 6 

Penghitungan Alokasi Formula swetiap Desa sebag@rana 
diraksud pada Pasal S dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 

AF De ((0,10 21J + (0,50 72) + (0,15 7.34 + (0,25 7A4) AF ab 

Keterangan: 
AF Desa 
Zl 

Z2 

z3 

Z4 

AF Kab 

Alokasi Formula setiap Desa 
rasio jumnlah penduduk sctiap Dcsa 
terhadap total penduduk Desa kabupaten. 
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
abupaten. 
rasio luas wilayah sctiap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa kabupaten. 
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

kabupaten 

= Alokasi Formula kabupaten. 

Paso 7 
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimnaksud 
dalarn Pasal 2 huruf c disusun dan ditrtapkan oleh bupati 
berdasarkKan data dari kementerian yang bcrwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
percrintah di bidang statistik. 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 

Kabupaten Scram Bagian Barat Tahun Anggaran 2018 
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I yang mcrupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram 
Bagian Barat ini. 



BABlll 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasa 9 

(I) Penyaluran Dana Desa ilakukan dengan cara pemindah 
bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening 
Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan 
perindebukuan dari Rekening Kas Urur Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(] dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebaga 
berikut 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lam bat 

minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% { dua puluh 
persen), 

b.tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat 
minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% ( empat puhuh 
persen );dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 
puluh persen } 

(3) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Ururn Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paing lamnbat 7 
(tujuhj hari kerja setelah Dana Desa diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 
penyaluran te!ah dipenuhi. 

(4) Penyaluran Dana Dess dani RKUD ke RKD tahap I 
dilaksanakan sctelah bupati mencrima Peraturan Desa 
mengenai APBDes dani Kepala Decsa. 

(5] Penyaluran Dana Desa dani RKUD ke RKD tahap I 
dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggar an swebelumnya dari Kepala Desa. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap ii 

dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II dari Kcpala Desa. 

(7)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
mcnunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang ebesar 75% (tjuh puhuh lira persen) dan rata­ 

rata capeian output menunjukkan paling kurang 
sebesar 50% (Lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan ayat (S) dihitung berdasarkan rata-rata 
persentasc capaian output dari sehuruh kegiatan 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana diraksud pada ayat (41 huruf b dan 
ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 
output, cara pengadaan, dan capaian output 

(10} Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8} belam memenuhi kebutuhan input data, 



kepala desn dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan olch 
kerenterian/lembaga terkeit. 

BAB IV 

pENGGUNAAN DANA DESA 

Pasa] 10 

() Dane Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
meliputi: 
I. Bidang Perabangunan Desa meliputi. 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharesn sarena prasaraa dasar 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sos1al 
dasnr. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
perneliharaan sarana prasarana ekonomi untuak 
mewujudkan Lum bung Ekonomi Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemebiharaan sarana prasarana lingkungan. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemneliharaan sarana prasarane leinya yang 
sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan 
dalam Musyaware Desa 

IH. Bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi; 

a, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan, pelaksanae.n dan pengawasan 
pembangunan desa; 

b. Pengembangan kapasitas di desa; 
c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa; 
d. Pengelolaan dan pengembangan sister informasi 

desa; 
e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial 

dasar dibidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pemberdayaan rasyarakat marginal dan anggota 

masyarakat desa penyandang disabilitas; 
f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 

ling#ungan hidup; 
g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

alam dan pcnanganannya; 
h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usahe 

ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa 
dan / ata PUM Desa bersama; 

i. Dukungan pengelolaan usaha ekonori oleh 
kelompok masyarakat, koperasi dan ] atau 
lembaga ckonori masyarakat Desa lainnya; 

j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerja 
sama desa dengan pihak ketiga; dan 



• 

k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa 
lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuban 
desa den ditetapkan dalarn Musyawarah Desa 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 
Desa sebagaimana dimaksnd pada ayat (i) seteiah 
mendapat persetujuan bupati 

(3) Persetujuan bupati scbageimana dimaksud pada ayat (lH 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
bupati mengenai kcgiatan yang dibiayai dani Dana Desa 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakcan dilakukan secara swakelola dengan 
men@gunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan 
dipayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 12 
(I) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 

Desa 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
pengsunaan Dana Desa. 

BAB V 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 13 
(lKepala Dcsa menyarpaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada bupati. 

{2} Laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dar.a 
Desa scbageimana dimaksud pada ayat (l) terdini atas 
a. laporan realisasi pcnycrapan dan capaian output 

Dana Dess tahun onggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desasampai dengan tahap I 

[3) Laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dana 
Dcsa tahun anggaran scbehumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lam bat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan 

(4 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 
7 Jani tabun anggaran berjalan 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyampaian laporan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3] dan ayat (4], Kepala Desa dapat 

menyampaikannya pcmutakhiran capaian output kepada 

bupati/ walikota 



' 

• 

• 

BAB VI 

SANKS! 

Pasal 14 

[l)Bupeti menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagairnana 

dirnaksud dalam Pasal 9 Ayat (] atau Pasal 9 ayat {5; 
b. Terdapat Sisa Dana Dcsa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dani 30% (tiga puhuh persenj, 

dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disarpaikan oleh aparat 

pengawas fungsional daerah. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebclumnya lebih bcsar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa 
tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 
ta.hun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih lebih besar dati 30% (tiga 

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
ebagaimana dimasud pada ayat (2} tidak dapat 
disalurkan dan merjadi sisa Dana Desa di RKUD 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat () kepada 
epala KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa. 
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 
pada tahun anggaran benikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l] huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fungstonal di 
dacrah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 
Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7} 
disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK Fisk dan 

Dana Dcsa scbchum batas waktua tahapan pcnyaluran 
oc bag@mana dimaksud dalam Pasal 9 

Pasal 15 
(1)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

dalam ha} 

a. dokumen persyaratan penyaluran scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat [) huruf a telah 

diterima; 



' 

• 

' 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh 

persen); dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2\ Dalam ha penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasa I4 ayat (l) huruf a 

dan huruf c berlangsung saumnpa dcngan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalrkan lagi 

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Dcsa 

(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 

penyalrannya scbagaimana diraksud pada ayat (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalamn rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 

scbagamaa, dimnaksud pada ayat [2) daam rancangan 

APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 

kctentuan pcraturan pcrumndang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebehm minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 

berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran 

sisa Dana Desa tahap ll yang belm disalurkan dari 

RKUN ke RKUD kcpada Kepala KPPN sclaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling larnbat 

minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan 

Pasal 16 

()Bupati melakukan pcmotongan pcnyaluran Dana Dcsa 

dalam ha) setelah dikenakan sanksi penundaan 

penyaluran Dana Desa srbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Dcsa 

di RKD Iebih dani 30% (tiga puhuh persen) 

(2Perotongan penyahuman Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dilakukan pada penyaluran 

Dana Desa tahun anggaran berilutnya 



(3] Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada avat (l) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlakn pada tang@gal 
diundangkan 

dalarm Berita Daerah Kabupaten Seram 
• 

Agar setiap 
pengundangan 
menempatkannya 
Bagisn Barat. 

orang mengetahui, 
Peraturan Bupati 

mnemcrintahkan 
ini dengan 

BAGIAN BARAT, 

2018 

APO 

Ditetakan di Piru 
05 Pe80AI 

, 

le 

- �. 

• 
Diundangkan di Piru 
pada tanggal 03 t? 2018 
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BART, 

MANSUR TUHAREA, SH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 20\8 
NOMOR..QI4 
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AA DA DEA 
pRULA PENYA4URAN 

No A 0LS TA-Al!20 4AP IL 40J 1AP (40% 

tc. KARATU ' 

• 
KAM R.LAN 1,081,021,000 216.205 400 454,8410,800 0432,410,800 

• 
£RUA'WAN 700,198,000 140,039,600 280,079,200 280.079,200 

3 KARATU 1,035,482,000 207,096,400 414,192,800 414,192,800 

• 
wAt Al 746,125,000 149,225.000 298,450,000 29 450,000 

5 AT0SU 761.299.000 152,259,800 304,519,600 304 519600 

6 Apr 673.000,000 1314,600,000 269,200,000 269,200,000 

• 
URA.UR 715,064,000 143,012,800 286,025,600 286.025.600 

KtC. SERAM BARAT 

• 
AWA 1,135,114,000 227.022.800 454.04,60K 454,045,600 

$ PU 1,185,828,00 237,165,600 474,331,200 74,31 ,00 

0 NNAR 740,414,000 148,082,800 296.165.,600 296,165,600 

i MOREAU 7$1.902.000 150,380,400 300,760,800 300,760,800 

1 UMOL 987,582,000 197.516.400 395,032,800 395,032,800 

1 eTY 1,145,102,000 229,020,400 458,040,800 4$8,040,800 

14 Ai8OU 1,134,881,000 226,976,200 4$3,952,400 453,952,400 

Ktc. TANTWEL 

15 MORUA TEN 10141,000 214,268,200 428.536,400 428,536,400 

16 NULu 778,798,000 15$,7$9,600 311,$19,200 311,519.200 

7 NW£LE HU 831,320,000 166,264,000 332,528,000 332.528.000 

18 NUNAU 771.121,000 154,424.2100 308.,848,400 308.848.400 

19 LISA3AA 772,835,000 154,567,00 309,134.000 309.134.000 

20 wAwoL 709,110,000 141,942,00. 283,884,000 78.34,884,000 

2 ATAHU'WE 70$,431,000 141,086,10 782.172.400 282,172400 

2 TANIWEL 838,965$,000 167,793.000 335,586,000 335,586,000 

2 HUNG 790,103,000 158,020,600 316.041,200 316,041,200 

24 KASIE H 811,847,000 iii@,co 324,738,8¢0 324.738.800 

25 NU'KUH 771.82.000 154,356,4uu 308,712.800 306,711.800 

7% PASNALO 744,063,000 148,812,600 297,625,200 297,625$.200 

2 WEN 79,859,000 151,971,800 303,943,600 303,943,600 

28 LATU#A.KE 773,85$3,000 1$4,770.600 309,541,200 309.541.200 
--- 

2 BURI 1,065,368,000 213.073.400 426.147.200 426,147,200 

30 RING 1,226,116,000 245.223,200 490.446.400 490,446,400 

3 RUMA#HOA 716,104,000 154,820.800 309.641.600 309,641,600 

3 OMASAP ALE WA 785.5$47.000 17.109 400 314,218,800 314,218.800 

33 4NARI 1.159.46,000 231,891,200 463.782.400 463,782,400 

KC 46AM4Al 9£LAKANG 

34 wASALA 1,624,195,000 324,839,000 64$,678,000 649.678,000 

3$ AtLANG ASAUD 719,234,000 143,846,800 287.693.600 287,693.600 

36 $0L 1,468,742,000 293,748,400 587.496.800 587,496,800 

3 TON )AYA 1,304,929,000 260.9185.800 521,971,600 521,971,600 

3 1AAlUPU 1.882.747.000 376,549,400 7$3,098.800 753,098.800 

" 
BONO UTA'A 2,026,583,000 405,316,600 810,633.200 810.633.200 

40 80ANO SELATAN 1,036,378,000 207.275.600 T 414.551.200 414,551.200 
KtC. AMAtT 

4l TIHULATE 760,340,000 152.068.000 304,136.000 3064,136,000 

42 RUMA4KAY 726.336.000 145.267,200 290,534,400 290,534,400 

4 UATU 77,006,000 155,401.200 390.802,400 390.802.400 

44 TUMALEU 709.180.000 141.836.00 283.672.000 283.672.000 

4 4UAL¥ 78$.596.000 157.119 200 314.238.400 314.28.400 

8 SER9NOLD 800.037.000 160.007 .400 320.014.800 320.014.800 

47 ALA 711,354,000 4 142,270,800 284.541.600 284,541.600 

KC. ANA0SOL 

48 MANUS 835,824,000 167,164,800 334,329,600 334.3293.600 

9 RAMATH 1,154,765,00 230,953,00% 461,906,000 461 906.000 

50 Rugm 1,056,894,000 211,378,80% 422,757,600 422,757,600 

5l HUNTETU 1038,488,000 / 207.697.600 415.395.200 415,$0200 
$2 Hut A4AKO'TA 1,197,882,000l 239.576.400 479 152.800 479.152.800 

' 

' 

' 
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SARAN DANA DES.A 
FORMULA PENYA!URAN 

No A DES 
74HAP1(20% r4App440] 1#A p {40%.$ 

EC. AIATU BA#AT 

$3 WAIATu 694,797,000 138,959,400 277,918,800 277918.800 
54 L0ATALA 7431,223,000 148,644,600 297,280,200 297,289,200 

55 WAt5AML 7671,040,000 153,408,000 306,816,000 306,816,000 

5$ NUUWE 1.001 24.000 200.264.800 400,529,600 400,$29,600 

$r KAMAN 922,289,000 184,457,300 368,915,600 3168,915,60 

8 WAs.A8Is$.A 737.572.000 147514,400 29$,028,800 295,028,800 

7 
KEC. HLAM UAL 

tAI£ 742,846,000, 14s,56s,zoo_' 293,138.400 13,118,400 

a t0KY 1,530,990,000% 306,198,000% 612,396.000 612,396,000 

61 Luu 3 83692,000 676.738,400 1,353,476,800 ,3$3,476,800 

62 IHA 1,644,781,000 328,356,200 657,912.400 657.912.400 

6 KUL.UR 762,536,000 152,507,200 305,014 400 30$,014,40 

Kt, KPALAU AN AMA.NP A ' ' 

64 lUuTu6AN 1,3216,325,000 265,265,000 $30,530,000 530,530.000 

6 MAS4wot 793,393,000 1$8,$78,60 317,351.200 317.357.200 

66 TUN/WARA 826.710.000 165,342.,000 330.684.000 330,684,000 

6 KELA.NG AS.AUDE 1160.504.000 232.100.800 464,201,500 464,201.500 

6 TOMALE HU AAAT 79$,2890,000 1$9,178,000 318.356.000 318,3156,000 

6 IOMALEU TIMUR 734.,016.000 146,303,200 2$3,606,400 293.606.400 

0 UANO ATU UT 748,792,000 149,758,400 299.516.800 299,516,800 

EC. TAipwEL TIMUR 

n $HUWE 761,397,000 152,279,400 304,55$8.800 304,558.800 

7 MAL0ANG 751,359,000 151,471,800 302,943,600 202.943.600 
7 UMALATAl 140,621.000 148.124.200 296.248, 400 296,248,400 
4 MATA9A 764,193,000 152,838,600 305,677,200 305,677,200 
7% $&AKASAL£ 76,73,000 141,350,600 294.701.100 294,701,200 
7% MAKUBUBUY 790.983.000 158.195.600 316,393,200 316,393,200 
7 SUKARAJA 752,884,000 150,575,800 301,1$3,600 301,153,600 
8 WEN PANTN 70,4.36.000 41.88.200 283,7274,00 283,714,400 
79 rOuNUSS4 77$,241,000 15$,049,400 310,098,800 310,098.800 
80 MUSI4UwEY 750,292,000 150,038,400 300.116.800 300,116,800 
81 SOLA 742.207.000 148.441.400 296.882.800 296,88.2.800 
82 wORAtoeN 772,935,000 1$4,587,000 309,174,000 309.174.000 
8 WALA.KONE /48,7344,00 149.746.800 299,493,600 299,493,600 

- 
8M ATNURu 760.623.000 152.124.600 304.249.200 304,249,200 
5 LUMAPttu 805,221,000 161,043,400 322,090,800 32 090.800 

KtC. ALPAPuTI 
86 ANAMU 813,922.000 162.784.400 325,568,800 325,568,800 
8 WASA 751,761,000 150,332,200 300,704,400 300.704 400 
88 UM£TH PASINARD 51,999,000 151,599.800 303.1993.600 303,199.600 
89 wATUY 763,130,000 152,746,000 305 492 000 305,492.000 

90 ABO AH1OLD 1225.144.000 245.148,800 • 490,297,600 490.297.600 . 
9t HUKKtCt . 819,$61,000 163.912.200 327.824.400 327.824 A00 
92 &LAUTH 751,568.000 11.5131.600 105,021,200 303.027 200 

T O T A L  86,318,043,000 17.263.608.600 34,527,217,200 34,52,11,2100 


